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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemungutan pajak merupakan perwujudan salah satu kewajiban
kenegaraan dan pengabdian maupun peran serta masyarakat untuk membiayai
pembangunan. Di Indonesia pemungutan pajak menggunakan sistem
pemungutan pajak Self Assessment System, yaitu suatu sistem yang
memberikan wewenang kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak
untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang
barus dibayar, dan aparat pajak (fiskus) hanya bertugas mglakukan
penyuluhan, pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan terhadap
kewajiban perpajakannya. Melalui sistem ini pelaksanaan administrasi
perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih mudah, tertib dan
terkendali.

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokan menjadi dia bagian,
vaitu Pajak Negara (Pajak Nasional) dan Pajak Daerah. Paja< Negara
merupakan pajak yang dikenakan kepada wajib pajak pribadi atau badan, yang
hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, sedangkan
Pajak Daerah adalah pajak yang dikenakan kepada Wajib pajak pribadi atau

badan, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pembangunan daerah.




Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Pajak daerah terbagi
menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak pajak kabupaten/Kota. Pembagian
ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaai dan pemungutan masing-
masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau
kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 angka 6,
menyatakan bahwa :

"Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah".

System pemungutan pajak Daerah dapat diterapkan dengan dua, yaitu :
1. Sistem Official Assesment yaitu sistem pemungutan Pajak Daerah
berdasarkan penetapan Kepala Daerah dengan menggunakan Surat

ketetapan. Pajak Daerah (SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.

(o]

Sistem Self Assesment yaitu sistem pemungutan pajak daerah dimana wajib
pajak daerah menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah

yang terutang.

Pajak Restoran yang merupakan bagian dari Pajak Daerah diatur dengan
Peraturan daerah (PERDA) Nomor 19 tahun 2001 yang antara lain
menyatakan, yakni wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut

peraturan  perundang-undangan pajak diwajibkan untuk melakukan



pembayaran pajak, dan objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang
disediakan restoran dengan pembayaran. Termasuk dalam objek pajak restoran
adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah
makan meliputi penjualan makanan dan atau minuman di restoran/rumah
makan, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar atau
dibawa pulang.

Pada pajak restoran tidak semua pelayanan yang diberikan oleh restoran
atau rumah makan dikenakan pajak. Ada beberapa pengecualian, yaitu :

1. Pelayanan usaha jasa boga atau catering.

!‘-J

Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang
peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan
peraturan.daerah.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan
pembayaran kepada restoran, jadi subjek pajak adalah konsumen yang
menikmati dan membayar pelayan yang diberikan cleh pengusaha restoran,
dan yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha restoran, yaitu orang pribadi
atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahdan atau
pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.

Subjek pajak dan wajib pajak pada restoran tidak sama. Konsumen yang
menikmati pelayanan restoran merupakan subjek pajak yang membayar pajak,
sedangkan pengusaha restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi

kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen.



Prosedur pemungutan pajak restoran adalah dilakukan dengan
menggunakan Surat Ketetapan Pemerintah Daerah (SKPD) atau dokumen lain
yang disamakan, serta tarif yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk pajak
restoran yaitu paling tinggi 10%.

Kondisi yang ada dalam pengelolaan pajak restoran di Kota Palembang
dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Masih banyaknya wajib pajak yang menunda pembayaran pajaknya tanpa
memberitahukan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah.

2. Wajib pajak restoran kurang transparan dalam melaporkan perdapatan dari
pelayanan jasa restoran.

3. Aparat pajak yang melakukan tugasnya dengan kurang Faik dalam
pengawasan, pembinaan can penyuluhan terhadap wajib pajak, serta dalam
pengumpulan data mengenai potensi nilai objek pajak restoran.

Untuk Tahun 2004-2006 jumlah restoran yang terdafiar di Kota
Palembang sebanyak 707 restoran. yang menggunakan Sistem Official
Assesment sebanyak 573 restoran dan yang mengunakan sistem Self
Assesment sebanyak 134 restoran.

Lebih jelas lagi dapat kita lihat Daftar realisasi dan kontribusi pajak
restoran terhadap PAD Kota Palembang selama 3 Tahun terakhir mulai Tahun

2004-2006
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daerah cendrung terus menurun, hal ini menunjukan bahwa pengelolaan
penerimaan pajak restoran masih lemah dalam pelaksanaan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti
mengenai sistem pemungutan pajak restoran di Kota Palembang dengan
mengambil judul penelitian : "' Analisis Sistem Pemungutan Pajak Restoran
Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Dinas

Pendapatan Daerah Kota Palembang".

. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasa'ahannya
sebagai berikut :
a. Apakah sistem pemungutan Pajak Restoran di Kota Palembang saat ini
telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien ?

b. Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah ?

[¢]

Upaya apa yang dilakukan oleh Dispenda untuk meningkatkan penerimaan
pajak daerah kota Palembang terhadap pajak restoran ?
. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang
menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui sistem pemungutan Pajak Restoran di Kota Palembang

saat ini telah dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

b. Untuk mengetahui Bagaimana kontribusi pajak restoran terhadap pajak

daerah.



C.

Untuk mengetahui upaya yang dilakuken oleh DISPENDA untuk
meningkatkan penerimaan pajak daerah kota Palembang terhadap pajak

restoran.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-

pihak sebagai berikut :

a.

Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan
pertimbangan pelaksanaan mekanisme pemungutan Pajak Daerah
khususnya Pajak Restoran di Kota Palembang.

Bagi Penulis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan mengembangkan
pengetahuan dalam bidang ilmu perpajakan.

Bagi Almamater

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penyusunan

program belajar dalam bidang perpajakan.



BAB 1l

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya berjudul analisis mekanisme pelaksanaan
pemungutan retribusi jasa usaha kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kota Palembang yang telah dilakukan oleh Pismar Hariansyah
(2007). Perumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah bagaimana
mekanisme pelaksanaaan pemungutan jasa usaha kepariwisataan pada Dinas
pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang. Adapun tujuannya adalah untuk
mengetahui mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi jasa usaha
kepariwisataan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

Operasional variabel yaitu suatu definisi yang diberikan kepada suatu
variabel dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan bagaimana
variabel atau kegiatan variabel tersebut diukur. Data yang digunakan dalam
penelitiaan ini adalah data primer dan teknik pengumpulan data adalah
wawancara, dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode analisis
kualitatif.

Prosedur pemungutan jasa usaha kepariwisataan dimuali dari
penyediaan karcis retribusi dengan ketentuan tariff berdasarkan jenis objek
wisata yang ada. Kemudian unit pelaksanaan teknis menyiaplian tim
pemungutan retribusi yang ditugaskan untuk memungut retribusi bzrdasarkan

peraturan yang berlaku namun dalam prakteknya tim pemungutan retribusi
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tidak melakukan pemungutan berdasarkan peraturan yang berlaku seperti pada

objek wisata monument perlawanan rakyat petugas pemungut retribusi tidak

memberikan karcis retribusi kepada pengunjung kemudian pada meseum Sulta

Mahmud Badarudin II berdasarkan Perda No.782 Tahun 2004 tarif masuk

sebesar 500/orang tetapi petugas melakukan pemungutan sebesar 1000/orang

kedua hal tersebut tentunya akan mempengaruhi realisasi penerimaan pada

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Palembang.

B. Landasan Teori

1.

Pengertian Sistem Pemungutan
Menurut Undang — Undang No.34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah pasal 1 huruf 13 dinyatakan bahwa:
Sistem pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak
atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan
penyetoran.
Sistem Pemungutan Pajak Daerah
Menurut Erly Suandy (2000:7), sistem pemungutan Pajak Daerah ada 2,
yaitu :
a. Sistem Official Assesment
Adalah sistem pemungutan Pajak Daerah berdasarkan penetapan
Kepala Daerah dengan menggunakan Surat ketetapan. Pajak Daerah

(SKPD) atau Dokumen lain yang dipersamakan.



b. Sistem Self Assesment
Adalah sistem pemungutan pajak daerah dimana wajib pajak daerah

menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak daerah yang

terutang.

2. Pajak
a. Pengertian Pajak
Menurut Rachmat Soemitro (2001 : 1) menyataken bahwa
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum.
b. Fungsi Pajak
Berdasarkan pengertian pajak di atas, maka fungsi pajak adalah
sebagai berikut :
(1) Fungsi Penerimaan (Budgeter)
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi
pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.
Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan
dalam negeri.
(2) Fungsi Mengatur (Reguler)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijakan di bidang sosial ekonomi. Contoh : Dikernakkannya




C.

pajak yang lebih tinggi terhadap minuman sehingga konsumsi

minuman keras ditekan.

Pembagian Pajak

Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan  golongan,

wewenang pemungut, maupun sifat.

1. Menurut Golongannya

d.

Pajak Langsung
Adalah pajak yang pembebannya tidak dapat dilimpahkan ke
pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak
yang bersangkutan. Contohnya : Pajak Bumi dan Bangunan.
Pajak Tidak Langsung
Adalah. pajak yang pembebannya dapat dilimpahkan kepada

pihak lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

d.

Pajak Subjektif

Adalah Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak.
Contohnya : Pajak Penghasilan.

Pajak Objektif

Adalah pajak yang barpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contohnya : Pajak

penjualan atas Barang Mewah.



b) Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

(1) Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.

(2) Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang perimbangan
keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(3) Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

(4) Peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2000 tentang Pajak Daerai.

(5) Peraturan daerah tentang Pajak Restoran.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis
pajak daerah menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 dalam pasal
2 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut :

a. Jenis Pajak Provinsi yang terdiri dari :
(1) Pajak Kendaraan Bermotor dan kendaraan di atas air.

Dengan tarif pajak paling tinggi 5 %.

(2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan kendaraan

di atas air.

Dengan tarif pajak paling tinggi 10 %

(3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Dengan tarif pajak paling tinggi 5 %

(4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan

Dengan tarif pajak paling tinggi 20 %



b. Jenis pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
(1) Pajak Hotel
Dengan tarif pajak paling tinggi 10 %
(2) Pajak Restoran
Dengan tarif pajak paling tinggi 10 %
(3) Pajak Hiburan
Dengan tarif pajak paling tinggi 35 %
(4) Pajak Reklame
Dengan tarif pajak paling tinggi 25 %
(5) Pajak Penerangan Jalan
Dengan tarif pajak paling tinggi 10 %
(6) Pajak Pengelolaan bahan galian golongan C
Dengan tarif pajak paling tinggi 20 %
(7) Pajak Parkir.
Dengan tarif pajak paling tinggi 20 %

Dokumen yang digunakan dalam pemungutan pajak daerah,
menurut Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

(1) Surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD)

(2) Surat setoran pajak daerah (SSPD)

(3) Surat ketetapan pajak daerah (SKPD)

(4) Surat ketetapan pajak Jdaerah kurang bayar (SKFDKB)
(5) Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan

(SKPDKBT)




C.

(6) Surat ketetapan pajak daerzh lebih bayar (SKPDLB)
(7) Surat ketetapan pajak daerah nihil (SKPDN)
(8) Surat tagihan pajak daerah (STPD)
(9) Surat keputusan pembetulan pajak daerah (SKPPD)
(10) Surat keputusan keberatan pajak daerah (SKKPD).
Prosedur Pemungutan Pajak Daerah
Menurut Undang-undang Nc.34 Tahun 2000 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 huruf 13 dinyatakan bahwa :
"Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek pajak atau retribusi, penentuan besarnya
pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribus: serta
pengawasan penyetorannya.
Menurut Perda No. 19 Tahun 2001 pasal 7 tata cara
pemungutan pajak daerah adalah sebagai berikut :
(1) Pemungutan pajak dilakukan dengan cara penetapan daerah
(Official Assesment)
(2) Pemungutan pajak dilakukan dengan cara menghitung pajak
sendiri (Self Assesment)

(3) Pemungutan pajak yang bersifat tidak tetap (Non Periodical).




4. Pajak Restoran

a)

b)

Pengertian Pajak Restoran

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahua 2000 pasal 2 ayat (2)
huruf b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran
adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan
dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau
catering.

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2001, Pajak restoran adalah pajak
atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan
dan minuman yang disediakan dengan pungutan bayaran, tidak
termasuk usaha jasa boga atau catering. Untuk objek pajak adalah
pelayanan yang Disediakan oleh restoran dengan pembayaran, dimana
meliputi : pajak makan dan air minum baik yang disertai dengan
fasilitas tempat menyantap, kecuali jasa boga dan catering. Subyek
pajak adalah orang atau badan yang melakukan pembayaran kepada
restoran. Wajib pajak restoran adalah pengusaha restoran, dikecualikan
dari objek pajak adalah pelayanan jasa boga. Dasar pengenaan pajak
adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.
Diharapkan pengusaha restoran yang mempunyai daya cakupan yang
luas dapat membayar pajak restoran sesuai dengan ketenluan yang

telah ditetapkan.



c)

Tarif Pajak Restoran

Menurut peraturan pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Dacrah dalam pasal 46 ayat( 1) dan ayat(2) dinyatakan bahwa :

(1) Tarif pajak restoran paling tinggi sebesar 10 %.

(2) Tarif pajak restoran Sebagaimana dimaksud dalam ayat |
ditetapkan dengan peraturan daerah.

(3) Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada restoran.

Menurut peraturan Daerah No.25 tahun 2002 BAB IV pasal 7 Struktur

dan Besarnya Tarif:

(1) Besarnya tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).

(2) Dasar pengenaan (struktur) pajak adalah jumlah pembayaran yang

dilakukan kepada restoran.

Menurut Peraturan daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2001,
prosedur pemungutan Pajak Restoran meliputi kegiatan sebagai berikut
(1) Pendaftaran Wajib Pajak restoran
e  Wajib pajak wajib mengisi SPTPD
e SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh
Wajib Pajak atau Kuasanya.
e Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPIPD sebagaimana

dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Daerah.



e SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus
disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15
(lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak

(2) Penetapan Pajak Restoran

e Berdasarkan SPTPD sebagai dimaksud Pasal 11 ayat (1)
Peraturan Daerah ini, ditetapkan pajak terutanz dengan
menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang disamakan.

e Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKFD atau dokumen lain
yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3) Pembayaran dan penyetoran Pajak restoran

e Pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sekaligus
dimuka.

e Pajak yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKPD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

e Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran pajak
diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

(4) Penagihan Pajak Restoran

e Pajak terutang berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan, SKPDKBT, STPD dan Surat Keputusan
Keberatan yang menjelaskan jumlah pajak yang harus dibayar

oleh wajib pajak dapat ditagih melalui Surat Teguran, Surat
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Peringatan atau surat lain yang sejenis berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
(5) Pengenaan Sanksi Administrasi

e Dalam hal wajib pajak tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa
bunga 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang
terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan
STPD.

(6) Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak Restoran

e Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringan dan
pembebasan.

e Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebuasan pajak
sebagaimana dimaksud ayat (l) pasal ini. dengan
memperhatikan kemampuan wajib pajak.

e Tata cara pengurangan, keringan dan pembebasan ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

(7) Kadaluarsa Penagihan

e Hak untuk melakukan penagihan pajak kacaluarsa setelah
melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak kecuali apabila wajib pajak inelakukan
tindak pidana dibidang pajak.

o Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (I)

pasal ini tertangguh apabila :




a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
b. Ada pengakuan utang pajak dari waiib pajak baik langsung
maupun tidak langsung.
(8) Ketentuan Pidana.

e Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling
lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang.

e Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah

pelanggaran.

e) Pengaruh Pajak Restoran Terhadap Penerimaan Pajak Daerah
Menurut Devas yang dikutip oleh Mardiasno (2002 : 150) menyatakan
bahwa pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah
adalah hubungan antara realisasi penerimaan Pajak Daerah dengan
total Pendapatan Asli Daerah. Pengaruh Pajak Daerah dapat cinilai
dalam satuan mata uang/Rp, maupun secara persentase (%) yang
menunjukkan seberapa besar pengaruh Pajak Daerah tersebut.
Pajak Restoran merupakan bagian dari Pajak Daerah dan termasuk
dalam jenis pajak Kabupaten/Kota. Pengaruh Pajak Restoran terhadap
penerimaan Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan
Asli Daerah yang pada akhirya dapat meningkatkan Pendapatan Asli
daerah. Berdasarkan pernyataan Devas di atas, maka dapat

disimpulkan bahwa pengaruh Pajak Restoran terhadap Penerimaan




Pajak Daerah adalah hubungan antara realisasi penerimaan Pajak
Restoran dengan toral penerimaan Pajak Daerah yang dapat dinilai

dalam satuan mata uang dan dalam persentase (%).

5. Pengertian Efektif dan Efisien
Menurut T. Hani Handoko (2003) pengertian efektivitas dan efisiensi
a. Efektif merupakan kemampuan uniuk memilih tujuan yang tepat atau
peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang elah
ditetapkan.
b. Efisien adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan

dengan benar



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah (2005:41),
jenis penelitian berdasarkan tujuan penelitan dapat dibagi menjadi :
(1) Penelitian Eksploratif
Penelitian ini dilakukan untuk menggali suatu gejala yang relati
masih baru. Dapat dilakukan bahwa suatu gejala fenomena atau gejala
yang selama ini belum diketahui dan diragukan.
(2) Penelitian Deskriptif
Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran vang lebih
detail mengenai suatu gejala atau fenomena.
(3) Penelitian Eksplanatif
Penelitian ini dilakukan untuk mengemukakan penjelasan tentang
suatu kejadian atau gejala terjadi.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian Eksplanatif.

B. Tempat Penelitian
Pada penelitian ini yang menjadi unit penelitian penulis adalah Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang yang beralamat di Jl. Merdexa No. 21

Palembang.
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C. Operasionalisasi Variabel

Adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan
cara memberikan arti, menspesifikasikan bagaimana variabel tersebut diukur.

Tabel 2
Operasionalisasi Variabel

No Variabel Definisi Variabel Indikator
1 | Sistem Pemungutan | Dengan cara dibayar sendiri | Sistem Official
pajak oleh wajib pajak, ditetapkan | Asessment

oleh kepala daerah, dan
dipungut oleh  pemungut | Sistem Self
pajak Asessment

2 | Pajak Restoran Pajak atas pelayanan | Target dan realisasi
restoran. Restoran adalah | penerimaan pajak
tempat menyantap makanan | restoran

dan atau minuman yang | dibandingkan dengan
disediakan dengan dipungut | pajak daerah.
bayaran, tidak termasuk
usaha jasa boga atau cetring.

D. Data yang digunakan
Menurut Mudjarad Kuncoro (2003:127) ada 2 jenis data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah :

(1) Data Primer
Data Primer adalah data yang diperoleh dengan survei lapangzn melalui
wawancara dengan cara bertanya langsung kepada objek yang menjadi
tempat penelitian.

(2) Data Sekunder
Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi
yang telah dikumpulkan untuk pihak atau instansi yang menjadi objek
penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunger.

Data primer terdiri dari hasil wawancara dengan staf sub bagian




pengelolaan pajak restoran pada Kantor DIPENDA Kota Palembang

sedangkan data sekunder berupa :

1. Struktur organisasi dan pembagian tugas Dinas Pendapatan Daerah

2

Target dan realisasi pajak restoran tahun 2004 — 2006

(¥S]

Target dan realisasi pajak daerah tahun 2004 — 2006

>

Sistem pemungutan pajak resioran

E. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data menurut Nan Lin terjemahan
W.Gulo (2002:115-123) teknik pengumpulan data dapat dilakukan meialui :
(1) Pengamatan (Observasi).
Pengamatan adalah metode pengamatan data dimana peneliti mencatat
informasi sebagaimana yang disaksikan selama penelitian.
(2) Survei.
Survei adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan ‘nstrument
untuk meminta tanggapan dan respon terhadap sampel.
(3) Wawancara.
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
responden.
(4) Kuisioner.
Yaitu pertanyaan yang disusun dalam bentuk kalimat tanya.
(5) Dokumen.
Adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada

waktu lalu.
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Pada penelitian  ini teknik pengumpulan data yang digunakan
dokumentasi dan wawancara. Dokumentasi ini dengan memfotocopy
dokumen-dokumen mengenai Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran.
Sedangkan Wawancara dengan staf sub bagian pajak DIPENDA Kota
Palembang yang dianggap dapat memberikan informasi yang berkaitan

dengan data yang diperlukan.

F. Analisis data dan Teknik Analisis

Menurut M.lgbal Hasan (2002:32-33) dibedakan menjadi 2 yaitu :

(1) Metode Analisis, kualitatif
Yaitu metode analisis data dimana data-datanya tidak dinyatakan dalam
bentuk angka-angka.

(2) Metode Analisis kuantitatif
Yaitu metode analisis data dimana data-datanya dinyatakan dalam bentuk
bilangan angka yang dapat diukur.
Penelitian ini penulis menggunakan metode Analisis kualitatif yaitu
dengan cara menjelaskan sistem pemungutan Pajak Restoran di Kota
Palembang dan upaya menghitung kontribusi Pajak Restoran terhadap

Pajak Daerah kemudian membandingkan dengan peraturan daerah.



BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1.

Sejarah Singkat Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

Dinas Pendapatan Daerah merupakan wujud pelaksanaan
Pemerintah Kota Palembang di bidang pendapatan, dimana Dinas
Pendapatan Daerah Kota Palembang ini dipimpin oleh scorang Kepala
Dinas yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris
Wilayah Daerah.

Seiring dengan kemajuan dan perkembangan pembangunan yang
sangat pesat dan masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bertambah,
Pemerintah dan masyarakat sebagai wajib pajak yang semakin bertambah,
Pemerintah memandang perlu untuk melakukan pembentukan satu unit
operasional yang lebih sesuai dengan tugas yang perlu dilaksaakan dalam
suatu dinas yaitu: Dinas Pendapatan Daerah dengan Undang-undang
Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan ﬁaemh Tmgkat Il dan Kota
Praja di Sumatera Selatan No. 241/KPTS/IX/1980 memutuskan untuk
membentuk kantor cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Sumatera
Selatan di daerah-daerah Tingkat Il dalam Propinsi.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang atau sebelumnya adalah
pajak daerah sekitar tahun 80-an. Pajak daerah ini dibagi menjadi dua tim

yaitu Tim DPEDA (lkatan Pendapatan Daerah) dan Tim DIPEDA (Dinasa



Pendapatan Daerah) Tingkat H yang sckarang ira disebut dengan Dinas

Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang sesuai dengan

dibertakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang

Otonomi Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah adalah suatu intansi yang bertujuan
untuk mengumpulkan penerimaan daerah dan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang bersumber dan pajak daerah dan retribusi daerah untuk
pembangunan daerah. Untuk mewujudkan keinginan tersebut ataupun agar
peiayanan pengeloiaan Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan dengan
baik serta berhasil maka dengan kepoutusan Walikota Palembang Nomor
67 Tahun 2001 Tentang tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Dacrah Kota
Palembang, bahwa Dinas Pendapatan Daerah mempunyai struktur
organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi.

Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
kewenangan disentralisasi dan dekonsentralisasi di: bidang Pendapatan
Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Dinas Pendapatan Daerah
mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Melakukan perumusan pelaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan
pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan
oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan peraturan pzrundang-
undangan yang berlaku.

b. Melakukan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah dan wajib

retribusi daerah.



Melakukan penetapan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah
Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyeioran
pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan asli daerah lainnya.
Melakukan koordinasi dan atas pekerjaan penagihan pajak daerah dan
pendapatan hasil daerah lainnya yaug dilinpahkan oleh menteri
keuangan daerah.

Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian operasional di bidang
pendapatan, penetapan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan
lainnya.

Melakukan penyuluhan mengenai pajak daerah dan retribusi daerah
dan pendapatan hasil daerah lainnya.

Melakukan urusan tata usaha.

Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas

a.

Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Daerah Koto Patembang Nomor 22 Tahun 2001
Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi. Struktur
Oganisai Dinas Daerah. Susunan organisasi Dinas Pendapatan Daerah
terdiri dari :
1) Kepala Dinas
2) Wakil Kepala Dinas

3) Bagian Tata Usaha



4)

8)

a) Sub Bagian Umum

b) Sub Bagian Kepegawaian

¢) Sub Bagian Keuangan

Kelompok Jabatan Fungsional

Sub Dinas Program

a) Seksi Penyusunan program dan penyuluhan
b) Seksi pemantauan dan pengendalian
c) Seksi pengetnbangan pendapatan

d) Seksi evaluasi dan pelaporaran

Sub Dmas Pendataan dan Penetapan

a) Seksi pendataan dan pendaftaran

b) Seksi pengetohan dan infonnasi

c) Seksi penetapan

d) Seksi pemeriksaan

Sub Dinas Penagihan

a) Seksi pembukuan dan verifikasi

b) Seksi penagihan dan perhitungan

¢) Seksi retribusi dan pemidah bukuan
d) Seksi pertimbangan dan keberatan
Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan lain-lain
a) Seksi penerimaan pajak

b) Seksi penerimaan retribusi

c) Seksi penerimaan pendapatan lain-lain



d) Dinas legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga
9) Sub Dinas Bagi Hasil Pendapatan
a) Seksi bagi hasil pendapatan
b) Seksi bagi hasil pajak
¢) Seksi bagi hasil bukan pajak
d) Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian
pendapatan
10) Cabang Dinas
11) Unit Pelaksanaan Teknis Dinas
Struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

dapat kita lihat pada gambar di bawah ini :
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Sumber : Dinas Pendapatan Daerah
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b. Pembagian Tugas

1) Kepala Dinas

a)

b)

Tugas

Melaksanakan kewenangan disentralisasi dan tugas dan

dekonsenlisasi di bidang pendapatan daerah.

Fungsinya :

(1) Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan
untuk  merencanakan, mempersiapkan,  mengelola,
menelaah penyusunan rﬁmusan kebijksanaan teknis serta
program kerja.

(2) Pelaksanaan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan pemungutan dan pemasukan pendapatan
daerah.

(3) Pelaksanaan ketatausahaan yang meliputi segala usaha dan
kegiatan di bidang kegiatan ketatausahaan umum,
kepegawaian, pelengkapan dan keuangan.

(4) Pengkoordinasi, yang meliputi segala gerak yang
berhubungan dengan peningkatan pendapatan daerah.

(5) Pengawasan yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk
melaksanakan pengalaman tekniks atau pelaksanaan yang
ditetapkan oleh Gubernur serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
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2) Wakil Kepala

a)

b)

Tugas

Membantu kepala dinas dalam pelaksanaan Kkewenangan

desentralisasi dan tugas dekonsentralisasi dibidang pendapatan

daerah.

Fungsi :

(1) Pengurusan mewakili kepala dinas bila kepala dinas tidak
ada di tempat.

(2) Penandatanganan naskah dinas yang dilimpahkan oleh
kepala dinas,

(3) Penadatanganan  administrasi  bidang  kepegawaian,
keuangan dan pembangunan sesuai dengan perlimpahan

dari kepala dinas.

3) Bagian Tata Usaha

a)

b)

Tugas

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan urusan umum
lainnya.

Fungsi :

(1) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan

(2) Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian

(3) Melaksanakan pengelolaan rumah tangga dan perlengkapan



(4) Melaksanakan pengelolaan umum, meliputi surat-menyurat

kearsipan dan penggadaan.
¢) Bagian Tata Usaha terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum
Sub bagian umum mempunyai tugas mengutus surat
menyurat, kearsipan dan rumah tangga.

2) Sub Bagian Kepegawaian
Sub bagian kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan
bahan penyusunan pengembangan dan mutasi pegawai serta
menggurus pengeloiaan administrasi kepegawaian.

3) Sub Bagian Keuangan
Sub bagian keuangan mempunyai tugas penyiapan bahan
peuyusunan anggaran belanja diras, mengurus pembukuan
dan kas serta membuat pertanggungjawaban dan laporan

keuangan.

4) Kelompok Jabatan Fungsional
a) Tugas
Yaitu melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengun bidang
keahlian tenaga fungsional masing-masing berdasaskan
peraturan  perundang-undangan yang berlaku terutama

di bidang teknologi (komputer) serta perbendaharaan.
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b) Fungsi:
(1) Melaksanakan tugas fungsional di bidang komputer dalam
perekapan data-data.

(2) Melaksanakan urusan perbendaharaan.

5) Sub Dinas Program
a) Tugas
Sub dinas program mempunyai tugas menyelenggarakan
penyusunan program di bidang pendapatan dan melaksanakan
pemantauan dan pengendalian, pengembangan pendapatan seita
mengadakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan
kegiatan Dinas Pendapatan Daerah.
b) Fungsi:
(1) Penyusunan rencana dan program kerja
(2) Pemantauan dan pengendalian pelaksanaan pemungutan
pendapatan daerah
(3) Pengkajian dan pengembangan pemungutan pendapatan
daerah
(4) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.
¢) Sub Dinas Program terdiri dari :
(1) Seksi Penyusunan Program dan Penyuluhan
Seksi penyusunan program dan penyuluhan mempunyai
tugas menyusun rencana penerimaan dan program kegiatan

rutin dan pembangunan.




(2) Seksi Pemantauan dan Pengendalian
Seksi pemantauan dan pengendalian mempunyai tugas
melaksanakan pemantauan dan pengendalian yang
berhubungan dengan penerimaan dan pendapatan daerah.
(3) Seksi Pengembangan Pendapatan
Seksi pengembangan pendapatan mempunyai tugas
melakukan penelitian, pengkajian dan pengembangan
terhadap pendapatan daerah dan potensi pendaptar. daerah.
(4) Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas
melaksanakan evaluasi mengenai pemungutan pajak, dan

retribusi daerah serta sumber penerimaan daerah lzinnya.

6) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

a) Tugas
Sub dinas pendataan dan penetapan mempunyal tugas
melaksanakan pendapatan dan pendaftaran, pengelolaan data
dan informasi, penetapan dan pemeriksaan.

b) Fungsi :
(1) Melaksanakan pendapatan dan pendaftaran berkas wajib

pajak

(2) Melaksanakan pengelolaan data dan informasi
(3) Melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhacap wajib

pajak dan retribusi daerah.
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¢) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan terdiri dari :

(1) Seksi Pendataan dan Pendaftaran
Seksi pendataan dan pendaftaran mempunyai tugas
melakukan pendapatan wajib dan retribusi daerah,
menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta
melakukan pendaftaran, pemeriksaan, pengawasan objek
dan subjek pajak.

(2) Seksi Pengelolaan Data dan Informasi
Seksi pengelolaan data dan mfonnasi mempunyai togas
melakukan pengolahan data yang meliputi subjek dan objek
pajak, data pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak dan
retribusi daerah serta pungutan daerah lainnya.

(3) Seksi Penetapan
Seksi penetapan mempunyai tugas melakukan usulan
penetapan pajak, penerbitan surat ketetapan pajak dan
menyiapkan daftar penetapan pajak.

(4) Seksi Pemeriksaan
Seksi  pemeriksaan mempunyai tugas melakukan
pemeriksaan, penyidikan serta penetapan dan pengawasan
subjek dan objek pajak dan retribusi daerah serta

memeriksa lokasi atau lapangan.




7) Sub Dinas Penagihan

a)

b)

Tugas

Sub dinas penagihan mempunyai tugas melaksanakan

pembukuan dan verifikasi penagihan dan perhitungan. retribusi

dan pemindah-bukuan, pertimbangan dan keberatan.

Fungsi :

(1) Melakukan pembukuan mengenai penetapan, penerimaan
dan  pemungutan/pembayaran/penyetoran  pajak  dan
retribusi daerah.

(2) Penatatausahaan penerimaan, penagihan, verifikasi dan
penerbitan surat keterangan fiskal.

(3) Pembukuan piutang pendapatan daerah

(4) Retribusi pcmindah-bukuan dan rekonsiliasi

(5) Penagihan pasif dan aktif terhadap pajak, retribusi daerah
dan pemungutan daerah lainnya.

(6) Melakukan pertimbangan keberatan pajak, retribusi daerah
dan pungutan daerah lainnya.

Sub Dinas Penagihan terdiri dari :

(1) Seksi Pembukuan dan Verifikasi
Seksi pembukuan dan verifikasi mempunyai fugas
melakukan pencatatan surat ketetapan pajak, pembukuan
piutang pendapatan daerah dan penerimaan pendapatan

daerah dan penetapan tambahan pajak/retribusi dacrah.



(2) Seksi Penagihan dan Perhitungan
Seksi penagihan dan perhitungan mempunyai tugas
melakukan penagihan pajak dan retribusi dacran serta
Pendapatan Asli Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

(3) Seksi Retribusi dan Pemindah-bukuan
Seksi retribusi dan pemindah-bukuan mempunyai tugas
melaksanakan penvelesaian retribusi dan pemindzh-bukuan
serta rekonsiliasi pendapatan daerah.

(4) Seksi Pertimbangan dan Keberatan
Seksi pertimbangan dan keberatan mempunyai tugas
melakuakn penerapan peraturan perundang-undangan,
memberikan saran dan perttmbangan untuk peryeiesaian
pengadaan serta pelayanan kebenaran ierhadap penetapan
pajak dan retribusi daerah,

8) Sub Dinas Penerimaan dan Pendapatan Lain-lain
a) Tugas

Sub dinas penerima2n dan pendapatan lain-lain mempunyai

tugas melaksanakan tugas penatausahaan penerimaan pajak,

retribusi dan penerimaan pendapatan lain-lain, penerimaan

BUMD dan pendapatan lain-lain serta legalisasi pembukuan

surat-surat berharga.
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(1) Melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, retribusi
dan penerimaan pendapatan lain-lain,

(2) Mengumpulkan  dan mengolah data sumber-sumber
penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daeah,

(3) Melakukan pencatatan penerimaan BUMD dan pendapatan
lain-lain.

(4) Melaksanakan legalisasi atau pengesahan atas  surat
ketetapan pajak dan retribusi daerafa serta melakukan
legalisasi dan pembukuan surat-surat berharga.

Sub Dinas Retribusi Penerimaan dan Pendepatan lain-lain

terdiri dari :

(1) Seksi Penerimaan Pajak
Seksi penerimaan pajak mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan pajak.

(2) Seksi Penerimaan Retribusi
Seksi penerimaan retribusi mempunyai tugas melaksanakan
penatausahaan, penerimaan retribusi.

(3) Seksi Penerimaan Pendapatan lain-lain
Seksi penerimaan pendapatan lain-lain mempunyai lugas
melaksanakan pengelolaan penerimaan sumber-sumber lain

di luar pajak dan retribusi daerah.




¢) Sub Dinas bagi Hasil Pendapatan terdiri dari :
(1) Seksi Bagi Hasil Pajak
Seksi bagi hasil pajak mempunyai tugas melaksanakan
administrasi dan perhitungan bagi hasil pajak.
(2) Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

Seksi bagi hasil bukan pajak mempunyai tugas

a

melaksanakan administrasi dan perhitungan bagi hasil

bukan pajak.
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(3) Seksi Peraturan Penmdang-undangan <
Pendapatan
Seksi peraturan perundang-undangan dan pengkajian
pendapatan mempimyai tugas mengumpulkan bahan dan
menyusvvn peraturan perundang-undangan di bidang
pendapatan daerah dan menghimpun berbagai pe-aturan
pendapatan daerah serta melakuakn pengkajian peningkatan

pendapatan.

10) Cabang Dinas
a) Tugas
(1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksanaaa teknis
operasional dinas.
(2) Cabang Dinas dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas, yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

inas.



(2) Melaksanakan urusan administrasi
¢) Susunan Organisasi Cabang Dinas terdiri dari :

(1) Kepala Cabang Dinas

(2) Unsur Staf/Petugas Administrasi

11) Unit Pelaksana Teknis Dinas

(1) Unit pelaksana teknis Dinas merupakan unsur pelaksana

teknis operasional dinas,

r2

Unit pelaksana teknis dinas dipimpin oleh seorang kepa

~

yang berada di bawah dan  bertanggung jawab kepada
kepala dinas.

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas,

—
(8]
—

£
£
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;atu atau beberapa wilayah kecamatan dalam sal
b) Fungsi
(1) Melaksanakan sebagian tugas dinas sesuar  dengin
bidangnya.
(2) Pelaksanaan urusan Administrasi.

¢) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :

(2) Unsur Staf Petugas Administrasi




(4) Kelompok Jabatan Fungsional

Hubungan Kerja

Hubungan kerja yang terdapat dalam organisasi Dinas

1) Dalam melasanakan tugasnya Kepala Dinas bertanggung jawab
kepada Gubernur Kepala Daerah.

2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepa'a Dinas berada di bawah
koordinasi administratif Sekretaris Wilayah Daerah.

3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan
prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi, baik
dalam lingkungan dinas, maupun dengan instansi-inmtansi lain
di luar dinas.

4) Setiap pimpinan kesatuan organisasi dalam lingkungan dinas

didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

atasannya.
§) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kesatuan organisasi

mengadakan komunikasi dan koordinasi dengan kesatuan
baik di ling!

organisasi, baik gkungan dinas, maupun di luar dinas yang

berhubungan dengan bidang tugasnya,



3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Dacrah Kota Palembang

1) Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah terwujudnya
pendataan  daerah yang optimal dan  mampu membiayai
penyelenggaraan otonomi daerah.

2) Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang
a) Meningkatkan penerimaan dari potensi daerah
b) Menggali potensi pendapatan daerah
¢) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
d) Menumbuhkembangkan kepercayaan dan kesadaran masyarakat

dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak.

B. Pembahasan
Bab ini akan membahas permasalahan yang diajukan pada bagian
pendahuluan yaitu analisis system pemungulan pajak restoran di Kota
Palembang dan berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah
serta upaya apa yang dilakukan oleh Disper da untuk meningkatkan
penerimaan pajak daerah Kota Palembang terhadap pajak restoran.
Analisis sistem pemungutan pajak restoran dalam ra
meningkatkan penerimaan pajak daerah Kota Palembang urntuk meningkatkan
penerimaan pajak restoran di Kota Palembang dengan cara r

dan mengefesienkan pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota

Palembang.




berlaku dan jumlahnya dari tahun ke tahun tetap sama kecuali ada
kenaikan pajak yang harus dibayar.

Penetapan Pajak Restoran yang Terutang

Penetapan pajak restoran yang terutang dilakukan dengan
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam System
Official Assessment ini jumlah pajak restoran yang harus dibayar
telah ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan menggunakan Surat
Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersaraakan.
Pembayaran dan Penyetoran Pajak Restoran

Pada saat diterbitkannya SKPD atau dokumen lain yang
dipersamakan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melalui
sub dinas penerimaan seksi penerimaan pajak atau boleh datang
sendiri untuk menyetorkan pajak restorannya atau petugas yang
harus datang ke tempat untuk menagih pajak restoran yang harus
dibayar.

Dalam sistem official assesment prosedur pemungutan pajak
restoran dapat dilakukan oleh petugas dengan menerbitkan atau
memberikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) vang telah
tercantum besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak
restoran kemudian wajib pajak restoran dalam melakukan
pembayaran dapat melakukannya dengan datang sendiri ke loket
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang melalui Sub Dinas

Penerimaan seksi penerimaan pajak atau melalui petugas yang



harus datang ke tempat untuk menagih selanjutnya petugas akan
memberikan media stor atau Surat Setor Pajak Daerah sebagai
bukti bahwa wajib pajak restoran sudah menyvetorkan pajaknya dan
wajib pajak juga bisa melakukan pembayaran melalui bank
tersebut diserahkan kepada petugas pajak sebagai bukti bahwa
wajib pajak restoran telah menyetorkan pajaknya.

Adapun jumlah restoran yang terdaftar di Kota Palembang
yang menggunakan Sistem official Assesment sebanyak 573

restoran.

b. Sistem Pemungutan Pajak Restoran dengan Menggunakan Sistem

Self Assesment

1.

Penghimpunan Data Objek dan Wajib Pajak Restoraa
Penghimpun data objek dan wajib pajak restoran dilakukan oleh
Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan Pendapatan Dacrah Kota
Palembang dimulai dari mendata lokasi restoran vang termasuk
dalam kriteria objek pajak restoran baik restoran yang sudah
terdata maupun yang belum terdata.

Pendaftaran Wajib Pajak Restoran

Selanjutnya Sub Dinas Pendapatan dan Penctapan melakukan
pendaftaran wajib pajak dan menetapkan Nomor Pokok Wajib
Pajak Daerah (NPWPD). Wajib pajak harus mengisi formulir
pendaftaran yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah

Kota Palembang. Setelah melakukan pendaftaran wajib pajak
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mendaftarkan NPWPD dan memudahkar aparat dalam melakukan
pemungutan.

Penetapan Pajak Restoran yang Terutang

Penetapan pajak restoran yang fterutang dilakukan  dengan
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dalam sistem
Self Assesment Wajib Pajak restoran dapat melaporkan sendiri
jumlah pajak restoran yang terutang dengan mengisi Surat
Pemberitahuan Tentang Pajak Daerah (SPTPD). Dalam sistem ini
pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari tahun ke tahun tidak
pernah sama kadang mengalami kenaikkan kadang mengalami
penurunan sesuai dengan pendapatan restoran tersebut.
Pembayaran dan Penyetoran Pajak Restoran

Wajib pajak restoran menyetorkan pembayaran wajib pajak
restoran kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang atau
boleh juga petugas yang datang untuk menagih atau mengambiinya
sendiri kepada wajib pajak.

Dalam sistem Self Assesment prosedur pemungutan pajak restoran
dapat dilakukan olch wajib pajak restoran dengan datang langsung
ke loket yang telah disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota
Palembang melalui Sub Dinas Penerimaan Pajak atau melalui
petugas yang harus datang ketempat untuk menagih dalam sistem
ini wajib pajak restoran menghitung sendiri besarnya jumlah pajak

vang harus dibayar oleh wajib pajak restoran kemudian petugas
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akan memberikan Media Stor atau Surat Setor Pajak Daerah
sebagai bukti bahwa wajib pajak restoran sudah menyetorkan
pajaknya. Wajib pajak restoran juga bisa melakukan pembayaran
melalui Bank dan bukti stor dari bank tersebut dapat dijadikan
bukti bahwa wajib pajak restoran telah menryetorkan pajak
restorannya.

Adapun jumlah restoran yang terdaftar di Kota Palembang yang

menggunakan Sistem Self Assesment sebanyak 134 restoran.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan perbedaan
pelaksanaan sistem pemungutan pajak restoran yaitu pada sistem
official assessment wajib pajak tidak wajib melaporkan
penghasilannya kepada petugas dan pajak yang harus dibayar telah
ditetapkan oleh kepala daerah. Sedangkan pada sistem self
assessment wajib pajak wajib melaporkan penghasilannya dan
pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tersebut.

Dalam rangka untuk mengefektifkan dan mengefesienkan
pemungutan pajak restoran maka pihak Dinas Pendapatan Daerah
Kota Palembang melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Penghimpun Data Objek dan Wajib Pajak Restoran
Penghimpun data objek dan wajib pajak resioran dilakukan
oleh sub Dinas pendapatan dan penetapan pendapatan Daerah
Kota Palembang yang berpedoman pada peraturan daerah yang

berlaku di Kota Palembang yaitu Perda No. 19 tahun 200]
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kegiatan data objek dan wajib pajak restoran dimulai veng
mendata lokasi restoran yang termasuk dalam kriteria objek
pajak restoran penghimpun data objek pajak restoran dilakukan
untuk penyusunan rencana penctapan pajak restoran yang
ditetapkan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
Pendaftaran Wajib Pajak Restoran.

Setelah melakukan pendataan mengenai objek pajak,
selanjutnya Sub Dinas Pendataan dan Penetapan melakukan
pendaftaran wajib pajak dan menetapkan Nomor Pokok wajib
Pajak Daerah (NPWPD). Untuk mendapatkan NPWPD, wajib
pajak mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang dalam pendaftaran
wajib pajak ini kendala yang dihadapi adalah kurang sadarnya
orang/badan/perusahaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib
pajak restoran. Hal ini mengakibatkan kurang efektifhya
pendapatan daerah dari pajak restoran, untuk mengintensifikasi
dan ekstensifikasinya maka wajib pajak harus malakukan
pendaftaran agar mendapatkan NPWP dan memudahkan aparat
fiskus dalam melakukan pemungutan pajak.

Penetapan Pajak Restoran Yang Terutang

Penetapan Pajak Restoran yang terutang dilakukan

dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajax Daerak (SKPD).

Wajib Pajak Restoran dapat melaporkan sendiri jumlah pajak
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restoran yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan
Tentang Pajak Daerah (SPTPD).

Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung
dengan cara mengalikan tarif pajak yang tclah ditetapkan
sebesar 10% sesuai dengan Peraturan Daerah No. 19 tahun
2001 pasal 6 dengan jumlah pembayaran yang dilakukan olch
restoran kepada Dinas Pendapatan Daerah. Adapun Kendala
vang dihadapi banyak pengelola restoran yang Kurang
transparan dalam menentukan dasar perigenaan pajak yang
terutang. Hal ini mengakibatkan tidak efisiennya pendapatan
pajak restoran. Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam hal ini
Dinas Pendapatan Daerah hams menetapkan besamya pajak
yang berbeda untuk setiap bulannya, agar wajib pajak tidak
merasa dirugikan dengan besamya pajak  yang harus
dibayarnya.

Pembayaran dan Penyetoran Pajak Restoran

Pembayaran pajak terutang, oleh wajib pajal restoran
harus dilunasi sekaligus dimuka, pada saat diterbitkannya
SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib Pajak
Restoran menyetorkan pembayaran wajib pajak restoran
kepada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang mclalui Sub

Dinas penerimaan Seksi Penerimaan Pajak.



Kendala yang dihadapi Dinas Pendapatan Dacrah masih
banyak wajib pajak restoran yang tidak membayar tepat pada
waktunya. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya pembayaran
pajak restoran. Aparat fiskus sering dalam melakukan
pengawasan, penyuluhan agar wajib pajak dapat membayar
tepat pada waktunya dan target yang diinginkan Dinas
Pendapatan Daerah tercapai.

Penagihan Pajak Restoran

Penagihan Pajak Restoran yang terutang dilaksanakan
oleh Sub Dinas Penagihan Dinas Pendapatan Daerah
mengirimkan Surat Teguran atau Surat Peringatun kepada
wajib pajak restoran yang belum membayar pajak restoran
yang terutang.

Penagihan pajak terutang kepada wajib pajak restoran
dilakukan berdasarkan SKPD dengan menggunakan Surat
Tagihan Pajak Daerah. Apabila terdapat pajak restoran kurang
bayar, penagihan dilakukan dengan menggunakan Surat
Ketetapan Pajak daerah Kurang Bayar (SKPDKB).

Hak ini melakukan penagihan pajak restoran,
dinyatakan kadaluarsa setelah melebihi jangka waktu 5 (lima)
tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak. kecuauli apabila
wajib pajak melakukan tindak pidzna di bidang pajak.

Kadaluarsa penagihan pajak dapat ditangguhkan apabila
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diterbitkan Surat teguran, atau ada pengakuan utang pajak dan
wajib pajak baik secara langsung maupun secara tidak
langsung. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya pendapatan
daerah dari pendapatan pajak restoran. Untuk itu wajio pajak
harus membayar pajak terutang atau kurang bayar sehingga
wajib pajak dapat terhindar sanksi administrasi dan tidak
melakukan tindak pidana dalam pajak.
Sanksi Administrasi

Dalam hal ini Wajib Pajak tepat pada waktunya atau
kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang
terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan
STPD. Selanjutnya apabila wajib pajak restoran yang Karena
kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan
tidak benar dan tidak lengkap, sehingga dapat merugikan
keuangan daerah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama
| (satu) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah
pajak terutang. Dan apabila wajib pajak restoran yang dengan
sengaja tidak menyampaikan SPTPD dengan tidak benar dan
tidak lengkap, sehingga dapat merugikan keuangan daerah
dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang.

Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya pajak resteran. Untuk
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meningkatkan pemungutan pajak maka fiskus harus sering
melakukan pengawasan, penyuluhan agar wajib pajak tidak
terlambat dalam pembayaran pajak dan tepat waktu calam
pembayaran schingga tidak terkena sanksi administrasi yang
mengakibatkan wajib pajak lebih besar dalam melakukan

pembayaran pajak.

2. Kontribusi Pajak Restoran Terhadap Jumlah Penerimaan Pajak
Daerah Kota Palembang
Pajak Restoran yang merupakan bagian dari Pajak daerah
telah memberikan peranan terhadap jumlah penerimaan Pendapatan Asli
Kota Palembang khususnya Daerah yaitu, menambah Pendapatan Asli
Daerah dan Pendapatan Pajak Daerah. Selama tahun 2004 realisasi
penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar Rp. 66.812.272.004.50.
Sedangkan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2005 adalah
Rp. 86.100.105.448.21 dan realisasi penerimaan Pajak Daerah tahun 2006
adalah Rp. 97.202.850.978.37 Pada tahun 2004 anggaran Pajak Restoran
adalah Rp. 6.794.220.400 dan realisasi penerimaannya adalah
Rp. 6.148.773.092. Sedangkan pada tahun 2005 anggaran Pajak Restoran
adalah Rp. 8.000.000.000 dan realisasi penerimaannya adalah
Rp. 7.292.356.990 dan pada tahun 2006 anggaran Pajak Restoran adalah
Rp. 8.600.000.000 dan realisasi penerimaannya adalah Rp. 7.695.872.955.

Kenaikan anggaran ini disebabkan karena bertambahnya objek dan wajib




pajak restoran, namun penetapan tersebut terlalu tinggi tidak
memperhatikan realisasi penerimaan tahun sebelumnya.
Peranan Pajak Restoran dapat dinyatakan dalam persentase yang

dapat dicari dengan rasio kontribusi, yaitu :

Realisasi Pajak Restoran £100%

Rasio Kontribusi=

Total Penerimaan Pajak Daerah

Dengan demikian peranan pajak restoran terhadap jumlah
penerimaan Pajak daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut :
a. Tahun 2004

Rp. 6.148.773.092
Rp. 66.812.272.004.50

Rasio Kontribusi = x 100%

Rasio Kontribusi =92 %
Artinya pada tahun 2004 peranan realisasi penerimaan Pajak
Restoran terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah adalah sebesar

Rp. 6.148.773.092 atau dalam persentase adalah sebesar 9,2 % dan

b. Tahun 2005

207 356 ¢
Rasio Kontribusi = Rp.7.292.356.990 x 100%
Rp. 86.100.105.448,21

Rasio Kontribusi = 8,7 %%
Artinya pada tahun 2005 peranan realisasi penerirnaan Pajak

Restoran  terhadap  penerimaan  Pajak  Daerah  adalah  sebesar
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Rp. 7.292.356.990 atau dalam persentase sebesar 8,7 % dari realisasi

penerimaan PAD Rp. 86.100.105.448.21

c¢. Tahun 20006

Rp. 7.693.872.955
Rp. 97.202.850.978,37

x100%

Rasio Kontribusi

Rasio Kontribusi = 7,91 %

Artinya pada tahun 2005 peranan realisasi 2006 peranan
realisasi pencrimaan Pajak Restoran terhadap realisasi penerimaan
Pajak Daecrah adalah Rp. 7.693.872.955 atau dalam persentase
sebesar7.91 % dari realisasi penerimaan PAD Rp. 97.202.850.978,37

Berdasarkan hasil perhitungan kontribusi Pajak Restoran Kota
Palembang diketahui bahwa kontribusi Pajak Restoran yang
ditunjukan pada persentase diatas sangat rendah. Hal ini dikarenakan
penctapan target Pajak Restoran terlalu tinggi tidak memperhatikan
realisasi penerimaan tahun sebelumnya, schingga selama 3 tahun

terakhir yaitu tahun 2004, 2005,2006 mengalami penurunan.

3. Upaya Yang Dilakukan Dipenda Untuk Meningkatkan Penerimaan
Pajak Daerah Kota Palembang Terhadap Pajak Restoran
a. Koordinasi Antar Karyawan dan Instansi Terkait Harus
Ditingkatkan.
Koordinasi yang dilakukan Dinas Pendapatan Dacrah Kota
Palembang masih mengalami kendala masih banyaknya wajib pajak

yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya schingga




dengan Peraturan Daerah yang telah direvisi tersebut  dapat
meningkatkan penerimaan Pajak Restoran.

Pengelolaan restoran masih banyak yang Kurang transparan
dalam melaporkan pendapatan dari pelayanan jasa restoran Jan pajak
yang semestinya harus dibayar tidak sesuai dengan pendapatan dari
pelayanan jasa restoran.

Oleh karena itu Dispenda dalam meningkatkan pencrimaan
pajak Daerah Kota Palembang terhadap pajak restoran melakukan
pendataan tentang pajak yang semestinya yang harus dibayarkan oleh
wajib pajak restoran dengan memberi tugas kepada petugas yang telah
ditunjuk untuk ditempatkan di restoran selama satu minggu agar dapat
mengontrol kegiatan atau jumlah pendapatan restoran tersebut apabila
ternyata tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak
restoran maka jumlah pembayaran akan dinaikkan sesuai dengan
ketentuannya.

Dinas pendapatan daerah Kota Palembang akan lebih
meningkatkan tugas dari aparat pajak untuk melakukan pengawasa,
pembinaan dan penyuluhan terhadap wajib pajak sera dalam
pengumpulan data mengenai objek pajak restoran dengan baik dan
akan mendata restoran-restoran yang belum mendaftarkan dirinya
sebagai wajib pajak restoran untuk didata agar mendaftarkan diri

sebagai wajib pajak restoran.
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SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan, maka dapat diambil
kesimpulan sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran Kota Palembang belum efektif
dan efisien. Hal ini dikarenakan kurang sadarnya orang/badan/perusahaan
untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak restoran, banyaknya wajib

pajak yang tidak membayar pajak tepat pada waktunya.

2

Kontribusi yang diberikan restoran terhadap Pajak Daerah Kota
Palembang pada tahun 2004 sebesar 9,2 %, pada tahun 2005 sebesar 8,7%
dan pada tahun 2006 sebesar 7,91%. Kontribusi Pajak Restoran Kabupaten
Musi Rawas mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan banyvak restoran
yang Lutup.

Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang

(¥

a. Memperbaiki mekanisme pemungutan pajak restoran yang meliputi
kegiatan pendataan objek dan wajib pajak restoran, pendafiaran wajib
pajak restoran, pendaftaran wajib pajak restorar yang terutang,
pembayaran dan penyetoran pajak restoran, penagihan pajak restoran

dan sanksi administrasi.

60
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b. Koordinasi antar karyawan dan instansi terkait dengan cara
memberikan penyuluhan serta pengawasan kepada wajib agar wajib
pajak tidak terlambat dalam melakukan pembayaran pajak.

c. Pendekatan objek dan subjek pajak restoran.

B. Saran

Penulis  dalam  kesempatan ini memberikan saran-saran sebagai

berikut :

L.

2

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang diharapkan  dapat
meningkatkan target penerimaan Pajak Restoran dengan melakukan
pemungutan Pajak Restoran dengan cara meningkatkan kualitas
pelayanan, meningkatkan koordinasi antar karyawan dan instansi yang
terkait, dan menggali sumber-sumber yang baru, menambah wajib pajak
restoran, dan memperbaiki Peraturan Daerah yang lebih sesuai dengan
kondisi yang berkembang.

Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang hendaknya dalam sistem
pemungutan pajak restoran menggunakan Sistem Official Assesment atau
semua pajak restoran yang harus dibayar telah ditetapkan oleh kepala
Daerah. Sehingga dapat mengurangi kecurangan-kecurangan yang terjadi
dalam pemungutan pajak restoran, tetapi ini melanggar ketentuan yang
berlaku.

Meningkatkan monitoring untuk menckan dan mengurangi Kecurangan
yang terjadi, sehingga target yang diinginkan tercapai dan kontribusi Pajak

Restoran terhadap pajak daerah meningkat.
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